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MOTTO

Jenius adalah 1 % inspivasi dan 99 % keringat. Tldak ada yang
dapat menggantikan kerja keras. Keberuntungan adalah sesuatu
yang terjadi ketika kesempatan bertemu dengan kesiapan.
(Thowmas A. Edison, Penemu dan Pendirl Edison

Electric Light Company))
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RINGKASAN

Menurut Pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Huklslam jo Peraturan
Pemerintah Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakimen&ukan bahwa dalam
hal wali adhol atau enggan maka wali hakim baruatdertindak sebagai wali
nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama temahdersebut. Bagi mereka
yang beragama Islam, ijin orang tua-wali merupakgarat penting untuk sahnya
suatu perkawinan. Bila orang tua-wali nikahnya emggtau menolak maka yang
bersangkutan yaitu mempelai wanita dapat mengajpkamohonan wali hakim
sebagai pengganti wali nasabnya yang adhol daléekgamaan akad nikah.

Rumusan masalah meliputi 3 (tiga) hal, diantasanypertamaalasan-
alasan apa yang dapat diterima oleh Pengadilan Agarnadap permohonan wali
hakim dalam pelaksanaan akad nikah; kedua, apadkkdn wali hakim dalam
pelaksanaan akad nikah; dan yang ketigartimbangan hukum apa yang
dipergunakan oleh Hakim dalam mengabulkan permaharai hakim sesuai
dengan penetapan Pengadilan Agama nomor 036/Fal6?PA. Jr.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untukngieji tentang alasan-
alasan yang dapat diterima oleh Pengadilan Agamadap permohonan wali
hakim dalam pelaksanaan akad nikah; untuk meng&ajang kedudukan wali
hakim dalam pelaksanaan akad nikah serta untuk kagrngertimbangan hukum
yang dipergunakan oleh Hakim dalam mengabulkan peoman wali hakim
sesuai dengan Penetapan Pengadilan Agama Jember 3@tAdt.P/2006/PA.Jr.
Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalaipsiskni adalah dengan
menghubungkan dua pendekatan yaitu pendekatan Qnaetang gtatue
approach)dan pendekatan kasusaée approach Pendekatan Undang-Undang
adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara naénséanua Undang-Undang
dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isunhylang sedang ditangani.
(Peter Mahmud Marzuki, 2006: 93) Sedangkan untukdekatan kasuscéise
approach) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadapskkasus yang
berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah rdepjatusan pengadilan dan

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam iapenulis akan



menelaah dan mengkaji penetapan Pengadilan Agamaedenomor 36/Pdt.
P/2006/PA.Jr. (Peter Mahmud Marzuki, 2006: 94)

Alasan-alasan wali nasab menolak menikahkan aralengpuannya
sebagai berikut pada kasus-kasus yang sering iteagmnya disebutkan karena
alasan : perbedaan status sosial antara calomléstgan calon suami, baik dari
segi keturunan kekayaan dan pendidikan, caloniidterasal dari keluarga
terpandang, sehingga sudah menjodohkan anak peasemga dengan laki-laki
pilihan orang tuanya itu, dan lain sebagainya. |8etevali hakim tersebut
menikahkan mempelai perempuan berdasarkan peneyapandikeluarkaroleh
hakim Pengadilan Agama bahwa wali nasab dari memnperempuan tersebut
dinyatakan adhol maka selesai sudah kewajibanngakdaajiban sebagai wali
hakim dicabut kembali oleh Hakim Pengadilan AgarSadangkan hak yang
mungkin saja timbul dari pelaksanaan akad nikatuysama dengan hak-hak
yang dimiliki oleh wali nasabnya, misalnya saja adal hal membatalkan
pernikahan tersebut apabila ternyata terdapat tsggaaat yang belum dilengkapi
atau dengan kata lain wali nasabnya juga ikut berhembatalkan pernikahan
tersebut. Salah satu hal yang menjadi latar betakekim dalam memberikan
suatu Penetapan wali adhol sedang wali nasabnymeragau menolak atau adhol
adalah ingin mempermudah prosedur akad nikah.

Perkawinan merupakan upaya positif dalam rangkamgan lebih lanjut
antara seorang laki-laki dan perempuan untuk metukesuatu keluarga yang
sakinah, mawaddatlanrahmahdi hadapan Allah SWT. Orang tua sebagai wali
nikah yang sah pihak perempuan seharusnya berpgada tujuan dari
perkawinan yang positif sesuai dengan kehendakrgaatan menjadi wali akad
nikah anaknya, sehingga tujuan dari perkawinarebersdapat tercapai. Dalam
memberikan kebijaksanaan putusan penetapan waimhdklam pelaksanaan
akad nikah oleh Pengadilan Agama, sebaiknya partukumempertimbangkan
dengan berbagai faktor. Faktor tersebut dapat berator positif demi

terlaksanakannya akad nikah antara kedua mempelai.
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kehidupan masyarakat baik yang modern maupasyarakat yang
masih sederhana, masalah perkawinan bukanlah nkamnugeal yang baru dan
sudah menjadi kodrat alam bahwa seorang wanitdafiataki terdapat daya tarik
menarik satu sama lain untuk hidup bersama dalaamtu sikatan perkawinan,
maka masyarakat membutuhkan suatu peraturan damp liersama itu. Peraturan
tersebut mengenai syarat-syarat untuk peresmidakgagmaan, kelanjutan dan
terhentinya hidup bersama, sehingga menimbulkatu quengertian perkawinan
adalah suatu perjanjian suci antara seorang lakidengan seorang perempuan
untuk membentuk keluarga bahagia. Perkawinan tetseflilaksanakan
berdasarkan peraturan yang ada yaitu Undang-undieomgor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan serta Peraturan Pemerintah N@mbahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 wrRerkawinan tetapi
masih dibutuhkan peraturan lain sebagai pelengkapysitu Kompilasi Hukum
Islam.

Bagi mereka yang beragama Islam, ijin orang tua-wedrupakan syarat
penting untuk sahnya suatu perkawinan. Bila oraagaali nikahnya enggan atau
menolak maka yang bersangkutan yaitu mempelai eaddtpat mengajukan
permohonan wali hakim sebagai pengganti wali nasabrang adhol dalam
pelaksanaan akad nikah. Menurut Pasal 23 ayatgd)(#) Kompilasi Hukum
Islam jo. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 198#ahg Wali Hakim
menentukan bahwa dalam hal wali adhol atau enggda nwali hakim baru dapat
bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusagd&®an Agama tentang wali
tersebut.

Dalam Penetapan Pengadilan Agama Jember nomor t3&/F06/PA.Jr
(terlampir) dimana seorang wanita yang bernama 8@Rgmohon) yang berumur
22 tahun, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediadidusun Krajan Desa Puger
Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember yang memn@adak kandung dari

pasangan suami isteri Mursid, umur 50 tahun, pa&arfani dan Tumina, umur



45 tahun, pekerjaan tani, mengajukan permohonaokumtelaksanakan akad
nikah dengan seorang laki-laki bernama Mustafa, ru@f tahun, pekerjaan
nelayan, tempat kediaman di Jalan K. Moh. TohiruuKrajan RT. 02 RW. |
Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten JeRdenohonan tersebut
ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urus@ama Kecamatan Puger
karena ayah kandung Pemohon yang bernama Mursidjagelali nikah enggan
menjadi wali nikah.

Penolakan Permohonan pernikahan oleh Pegawai Rénddétah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Puger, selanjutnya oleh Ramdaipergunakan
sebagai alat bukti untuk mengajukan penetapanhaiim ke Pengadilan Agama
Jember yang dalam Permohonan tersebut disertakianbpisti secara tertulis
bahwa wali nasab Pemohon yaitu orang tua PemoHhah telhal, meskipun
Pemohon bersama dengan calon suami Pemohon telsdaba membujuk orang
tua Pemohon, namun tidak berhasil.

Selanjutnya Pemohon mengajukan permohonannya sexrtuhlis tertanggal
21 September 2006 yang didaftarkan ke Kantor Kepa@an Pengadilan Agama
Jember tanggal 21 September 2006 di bawah registeor 36/Pdt.P/2006/PA.Jr.
Menerangkan pada pokoknya bahwa Pemohon ingin dakltu yang sesingkat-
singkatnya hendak melangsungkan pernikahan dengbm suami Pemohon
yaitu Mustafa. Menimbang, bahwa maksud dan tujuarmphonan pemohon
tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nd&néehun 1987 tentang
Wali Hakim, perkara ini merupakan wewenang PengadihAgama untuk
memeriksa dan memutusnya. Menimbang, bahwa bek#asgrertimbangan-
pertimbangan permohonan pemohon cukup beralasartetm sesuai dengan
Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan MenterinAgaNomor 2 Tahun 1987
tentang Wali Hakim jo. Pasal 23 ayat (2) Kompilasikum Islam. Oleh karena
fakta-fakta serta pasal-pasal perundangan yangkeedalam perkara ini, maka
Majelis Hakim menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk naénikdengan

seorang laki-laki bernama Mustafa;

3. Menetapkan Wali Nikah Pemohon bernama Mursid adalath Adhol;



4. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama KecamataerFabupaten
Jember sebagai Wali Hakim dari Pemohon yang bettirstbagai wali
nikah bagi Pemohon dalam perkawinan antara Pemdéongan seorang
laki-laki bernama Mustafa;

5. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yamgdkitung
sebesar Rp. 211.000,- (Dua ratus sebelas ribumupia

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis nmghkga skripsi dengan
judul “KEDUDUKAN YURIDIS WALI HAKIM DALAM PELAKSANAAN
AKAD NIKAH MENURUT PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 2
TAHUN 1987 TENTANG WALI HAKIM (Studi Penetapan Pengadilan
Agama Jember Nomor 36/Pdt.P/2006/PA.Jr)".

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rummnsesalah yang akan dikayji
adalah sebagai berikut :
1. Alasan-alasan apa yang dapat diterima oleh Pergafiiiama terhadap
permohonan wali hakim dalam pelaksanaan akad rkah
Apa kedudukan wali hakim dalam pelaksanaan akaahritk
3. Pertimbangan hukum apa yang dipergunakan oleh Hadatam
mengabulkan permohonan wali hakim sesuai denganet&zn

Pengadilan Agama Jember nomor 36/Pdt.P/2006/PA.Jr ?

1.3 Tujuan Penulisan

Skripsi ini mempunyai tujuan yang dibedakan menjaglian umum dan

tujuan khusus.

1.3.1Tujuan Umum
Penulisan skripsi ini adalah bersifat akademiguyai
1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas dan syaraasyang diperlukan

guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultasirhludniversitas
Jember.



2. Untuk melatih diri dalam mengaplikasikan ilmu petagpeian dan teori-
teori yang telah diperoleh dari bangku perkuliabarta mengembangkan
dan membuat analisa secara yuridis praktis.

3. Sebagai sumbangan untuk Alma Mater tercinta sehiniggpat menambah
koleksi yang berguna memberikan manfaat bagi patakpyang
mempunyai kepentingan dengan permasalahan sebagayaag dibahas
dalam karya tulis ini.

1.3.2Tujuan Khusus
Tujuan khusus penulisan skripsi ini adalah seblagakut :

1. Untuk mengkaji tentang alasan-alasan yang dapagrirdd oleh
Pengadilan Agama terhadap permohonan wali hakimndgelaksanaan
akad nikah

2. Untuk mengkaji tentang kedudukan wali hakim dalagfaksanaan akad
nikah

3. Untuk mengkaji pertimbangan hukum yang dipergunakéeh Hakim
dalam mengabulkan permohonan wali hakim sesuai afefgnetapan
Pengadilan Agama Jember nomor 36/Pdt.P/2006/PA.Jr

1.4 Metode Penelitian

Penulisan suatu karya ilmiah mempunyai nilai ilmiamaka dalam
penyusunannya harus menggunakan metode ilmiah. ddletersebut harus
mempunyai unsur kebenaran yang nantinya dapattdimgjungjawabkan scara
ilmiah. Untuk membuktikan hal-hal tersebut, yaiendan memaparkan data-data
yang sebenarnya sehingga tulisan ini dapat mesguiah tulisan yang ilmiah.

Metodologi sangat diperlukan dalam penulisan skatya ilmiah agar dapat
diketemukan suatu kesimpulan yang dapat menjawaimgsalahan yang ada.

Adapun metodologi yang dipergunakan dalam penub&apsi ini adalah :

1.4.1 Tipe Penelitian
Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi inalatd yuridis normatif,

yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji gpan kaidah-kaidah atau



norma-norma dalam hukum positif. Metode pendekatandis empiris yaitu
dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yangiféerformil seperti
Undang-Undang, peraturan-peraturan serta litergdung berisi konsep-konsep
teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permiaaalgyang menjadi pokok

permasalahan.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalapsiski adalah dengan
menghubungkan dua pendekatan yaitu pendekatan gnaetang gtatue
approach)dan pendekatan kasusaée approach Pendekatan Undang-Undang
adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara naéngéeamua Undang-Undang
dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isunhylaing sedang ditangani.
(Peter Mahmud Marzuki, 2006: 93)

Sedangkan untuk pendekatan kastss€ approach dilakukan dengan
cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yahgita@r dengan isu yang
dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan ykrg telah mempunyai
kekuatan hukum tetap. Dalam hal ini penulis akametaah dan mengkaji
penetapan Pengadilan Agama Jember nomor 36/PdO0G/RA.Jr. (Peter
Mahmud Marzuki, 2006: 94)

1.4.3 Bahan Hukum

Sumber-sumber bahan penelitian hukum yang dipekgumadalah sumber
bahan hukum primer dan sumber bahan sekunder. Adagban hukum yang
dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalbhgag berikut :
a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bewsif@ritatif artinya
mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiari perundang-
undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dgbembuatan peraturan
perundang-undangan dan putusan-putusan hakimr (Raetenud Marzuki, 2006:
141). Bahan hukum primer dalam penyusunan skripsiadalah Penetapan
Pengadilan Agama Jember nomor 36/Pdt.P/2006/PArlipdraturan perundang-
undangan yang terdiri dari Undang-Undang Nomor hufa 1974 tentang



Perkawinan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Paerbatas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Ag&mapilasi Hukum Islam,
Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentdaly Hakim.
b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah berupa semua publéaang hukum yang
bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikagang hukum meliputi
buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnakum dan komentar-
komentar atas putusan Pengadilan. (Peter Mahmugdukia2006: 141)
c. Bahan Non Hukum

Di dalam penelitian hukum untuk keperluan akadebatan-bahan non
hukum dapat membantu. Salah satu bahan non hukatahadawancara. Hasil
wawancara dengan pejabat yang paling punya wewpnanigukan merupakan
bahan hukum primer karena hasil wawancara itu tloldsifat autorotatif. Akan
tetapi hasil wawancara tersebut dapat dimasukkbdagse bahan non hukum.
(Peter Mahmud Marzuki, 2006: 165) Oleh karena ianylis menggunakan
wawancara sebagai bahan non hukum untuk mempeketehrangan-keterangan

dalam memecahkan permasalahan hukum yang ada.

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Sebelum melakukan analisis terhadap bahan hukugn gigeroleh, penulis
harus melakukan langkah-langkah (1) Mengidentifikéskta hukum dan
mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk mep&an isu hukum yang
hendak dipecahkan; (2) Mengumpulkan bahan-baharurhullan sekitarnya
dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahanhokom; (3) Melakukan
telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkaranbhhan yang telah
dikumpulkan; (4) Menarik kesimpulan dalam bentufusnentasi yang menjawab
isu hukum; (5) Memberikan perskripsi berdasarkagumentasi yang telah
dibangun di dalam kesimpulan. (Peter Mahmud Mar2006: 171)



BAB I
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Wali Nikah

2.1.1Pengertian Wali Nikah
Salah satu rukun nikah adalah adanya wali, kareala termasuk rukun

maka nikah tidak sah tanpa wali. Wali nikah men@asal 19 Kompilasi Hukum

Islam disebutkan bahwa wali nikah dalam perkawin@grupakan rukun yang

harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yangrmak untuk menikahkannya.

Wali nikah menurut ilmuFigh adalah “wilayah”, yang berarti penguasaan dan

perlindungan. Wali adalah orang yang diberi kuasaup kepada seseorang untuk

mewakili dan melindungi orang atau barang. Waliadalperkawinan adalah
seseorang yang bertindak atas nama mempelai pesemgalam suatu akad
nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak yaithgk laki-laki yang dilakukan
oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak pepmran yang dilakukan oleh

walinya. (Amir Syarifudin, 2003: 90)

Wali dalam agama Islam merupakan rukun dari s@kiad nikah. Jadi
keberadaan wali sangat diperlukan terutama bagi pakinperempuan. Tidak
semua orang dapat menjadi wali sebab wali bertargygawab atas sahnya akad
nikah dalam suatu perkawinan. Mengenai persoaldn pilzak perempuan ini
dapat dikemukakan beberapa hal yang menyangkub widgknya mempunyai
wali ataupun mengenai macam wali dan pengertianDydawah ini beberapa
pendapat tentang wajib tidaknya mempunyai wali :

a. Imam Syafii berpendapat bahwa perempuan yang kawajib
menggunakan wali dan wali itu merupakan syarat bagnya perkawinan
itu.

b. Salah satu alasan yang dipergunakan untuk mengatykaat adanya wali
pihak perempuan adalah Hadist Rasul yang diriwayatktau dibukukan
oleh Imam Ahmad, Turmidzy dan Ibnu Majah yang tegbannya sebagai
berikut : ‘tidak nikah kecuali pakai wali"Kata-kata “tidak nikah” diartikan
dengan tidak sah nikah dan ditujukan kepada seocahgn pengantin

perempuan.



c. Ajaran Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa wali unta&ngawinkan
wanita yang telah dewasa menjadi syarat. Sehinggeasg wanita yang
telah dewasa, baik gadis maupun janda adalah salaknengikatkan dirinya
dalam perkawinan tanpa wali.

Jadi, wali bagi perempuan dalam perkawinan menhuokium Islam memang

menjadi syarat sahnya perkawinan bagi seorang per@myang telah dewasa.

Oleh karena itu, alangkah baiknya perempuan meradgum wali dalam

melakukanjab Qabulagar tujuan dari perkawinan tersebut dapat tercépayuti

Thalib, 1986: 63)

2.1.2Syarat-syarat Menjadi Wali Nikah
Dalam perkawinan ditentukan beberapa syarat untwnjadi wali,
diantaranya adalah :

1. Islam, syarat ini sebagaimana disebutkan dalam Sasht Al-Imran ayat
28, terjemahnya yaitu :

Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-ordadir jadi
wali (pemimpin), bukan orang mukmin. Barang siapamperbuat
demikian, bukanlah ia dari (agama) Allah sedikitpltecuali jika
kamu takut kepada mereka sebenar-benarnya takuty A#lah
memepertakuti dengan diri-Nya dan kepada Allah tmembali
(Q.S. Al-Imran : 28)

2. Baligh fnukallaf) karena orang yangnukallaf adalah orang yang
dibebani hukum dan dapat mempertanggungjawabkabuatmnnya.
Dalam Hadist Nabi yang terjemahny®iangkatnya hukum itu ada tiga
perkara; dari anak-anak hingga bermimpi (dewasan dari orang-orang
gila hingga ia sembul{H.R. Bukhari & Muslim)

3. Berakal sehat, hanya orang-orang yang berakahtlab yang dapat
dibebani hukum dan dapat mempertanggungjawabkabuamnnya.
Sesuai dengan Hadist Nabi yang telah disebutkaradi

4. Merdeka.

Laki-laki, sebagaimana disebutkan oleh Syatilambali dam Maliki
bahwa wali harus laki-laki, sebab itu tidak sala jkali perempuan. Begitu
pula halnya dengan wali, harus adil dan tidak sah wrang yandgasik

(tidak adil).



6.

Adil, orang tersebut harus benar-benar tahu akgema Islam, tidak
pernah terlibat dalam dosa besar dan jarang medakdksa kecil serta
memelihara sopan santun.

Tidak sedang Ihram atau Umrah, karena orang yadgng melaksanakan
suatu ibadah tidak dapat melaksanakan ibadah lal@mdwaktu yang

bersamaan.

Setelah memenuhi syarat-syarat tersebut di atawarsg wali juga harus

menurut susunan wali nikah. Orang-orang yang daqgatjadi wali nikah dalam
akad nikah :

©CoNoOORA~LONE

Bapaknya,

Datuknya (bapak dari bapak si mempelai perempuan);
Saudara laki-laki yang seibu-sebapak dengan dia;

Saudara laki-laki yang sebapak saja dengan dia;

Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibuapak;

Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sebagala dengan dia;
Saudara bapak yang laki-laki (pamannya dari pilzdak);

Anak laki-laki dari pamannya yang dari pihak bapakn

Hakim. (Benyamin Asri, 1988: 33)

2.1.3Macam-macam Wali Nikah

Menurut Kompilasi Hukum Islam disebutkan dalam&Pa&0 ayat (2), wali

nikah terdiri dari :
1. Wali Nasab
Menurut Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islarsethutkan bahwa wali

nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan &aklan, kelompok yang satu

didahulukan dari kelompok yang lain sesuai ataakiiga susunan kekerabatan

dengan calon mempelai wanita. Urutan kedudukaebetsyaitu :

a. Kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakgah, kakek dari

pihak ayah dan seterusnya;

Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung ataulaeulaki-laki seayah
dan keturunan laki-laki mereka;

Kelompok kerabat paman yaitu saudara laki-laki kemgdayah, saudara
seayah dan keturunan laki-laki mereka;

Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudaa-laki seayah

kakek dan keturunan laki-laki mereka.



Pasal 21 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukumansl menerangkan jika
dalam suatu kelompok terdapat beberapa orang yerigkb menjadi wali maka
yang paling berhak menjadi wali adalah orang yaatghl dekat kekerabatannya
dengan calon mempelai wanita. Jika dalam suatunkmd& sama derajat
kekerabatannya maka yang paling berhak menjadiasdaliah kerabat yang hanya
seayah. Jika dalam suatu kelompok derajat kekembga sama maka yang
berhak menjadi wali nikah dengan mengutamakan yabd tua dan yang
memenuhi syarat.

2. Wali Hakim
Menurut Pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Huklglam menerangkan

bahwa yang bertindak sebagai wali hakim dalam geha@in dan keadhalan wali

harus ditetapkan dengan penetapan Pengadilan Agafaia.Hakim baru dapat
bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasalkidda atau tidak mungkin
menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalataughaib atauadhal
atau enggan.

Menurut ajaran hukum perkawinan patriliniaili nikah terdiri dari :

1. Wali Nasab
Menurut ajaran patrilinial, nasattiartikan keluarga dalam hubungan garis

keturunan patrilinial. Wali nasab artinya anggotdukrga laki-laki bagi calon

mempelai wanita yang mempunyai hubungan darah lipgthi dengan calon
pengantin wanita tersebut, seperti bapak, datuldasa laki-laki bapak, saudara
laki-lakinya sendiri. Wali nasaterbagi menjadi dua, yaitu :

a. Wali nasab yangujbir atau wali mujbir, yaitu wali nasabyang berhak
memaksa menentukan perkawinan dan dengan siapaawansebut harus
dikawinkan. Walimuijbir terdiri dari bapak dan datuk yaitu bapak dari bapak
dan bapaknya lagi seterusnya ke atas.

b. Wali nasab yang tidak mempunyai kekuasaan unekaksa atau watiasab
biasa yaitu saudara kandung atau sebapak, pamansaladara laki-laki
kandung atau sebapak, dari bapak dan seterusngmtankeluarga laki-laki

menurut garis keturunan patrilinial.



2. Wali Hakim

Wali Hakim adalah penguasa atau wali penguasa yemgienang dalam
bidang perkawinan, yang biasanya penghulu ataugpstlain dari Departemen
Agama. Dalam hal sulitnya untuk menghadirkan walsabatau ada halangan-
halangan dari walhasab atas suatu perkawinan, maka seorang calon penganti
wanita dapat mempergunakan wali hakim melalui Peitega Agama.
3. Hakam

Hakam dapat bertindak sebagai wali, seorang yaagihmmasuk dalam
keluarga si perempuan walaupun bukan merupakannasdib tidak mempunyai
hubungan daralpatrilinial dengan perempuan tersebut tetapi dia mempunyai
pengetahuan agama yang dapat bertindak sebagaievkdiwinan.
4. Muhakam

Muhakamialah seorang laki-laki bukan keluarga dari calengantin wanita
dan bukan pula dari pihak penguasa, tetapi mempyreysgetahuan agama yang
baik dan dapat menjadi wali dalam perkawinan. Daflairsama sekali tidak dapat
lagi dicari wali dari pihak pemerintah. Sebaiknypailth orang lain untuk menjadi
wali dalam arti wali muhakam ini bagi golongan yangnsyaratkan adanya wali
nikah. (Sayuti Thalib, 1986: 65)

2.2 Wali Hakim
2.2.1Pengertian Wali Hakim

Wali hakim adalah wali yang ditunjuk dengan kesepak kedua belah
pihak (calon suami istri). Wali hakim itu harus nmmyai pengetahuan sama
denganQadli (Hakim). Pengertian wali hakim itu termas@adli di Pengadilan
Agama. Selain itu, yang disebut wali hakim adalat wang tampil apabila wali
yang lebih dekat tidak ada atau tidak memenuhiagyatau sedang tidak berada
ditempat dan tidak ada kuasa kepada wali yang Ighih, maka yang tampil
menjadi wali adalah Sultan (Kepala Negara)gydirindonesia adalah Presiden
Atau yang diberi kuasa (Menteri Agama) yang judahtenemberi kuasa kepada
para Pegawai Pencatat Nikah untuk bertindak sebaglaidan wali inilah yang
disebut sebagai wali hakim. Wali hakim disini bulkdn hakim Pengadilan



Agama, namun demikian tidak tertutup kemungkinagi bekim Pengadilan
Agama untuk menjadi wali hakim. (Benyamin Asri, 8984)

Dalam Pasal 22 Kompilasi Hukum Islam disebutkasihidanjut apabila
wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak meote syarat sebagai wali
nikah atau oleh karena wali nikah itu menderitaatuvicana, tuna rungu atau
sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepeala nikah yang lain
menurut derajat berikutnya. Lebih lanjut pada Pasatlisebutkan mengenai wali
hakim :

1. Wali Hakim baru dapat bertindak sebagai wali nilkgifabila wali nasab
tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atdakt diketahui
tempat tinggalnya ataghaib atauadhalatau enggan.

2. Dalam hal waliadhalatau enggan, maka wali hakim baru dapat bertindak
sebagai wali nikah setelah ada putusan PengadiggmaA tentang wali
tersebut.

Menurut Pasal 1 huruf b Peraturan Menteri Agama dlolnTahun 1987 tentang
Wali Hakim menyebutkan pengertian Wali Hakim adgtedigbat yang ditunjuk
oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk oj@hantuk bertindak sebagai
wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidakmpenyai wali.

2.2.2 Syarat-syarat Menjadi Wali Hakim
Pada dasarnya syarat-syarat menjadi wali hakimasgengan syarat-syarat
sebagai wali nikah :
1. Orangmukallaf/baligh
Karena orang yangukallaf adalah orang yang dibebani hukum dan dapat
mempertanggungjawabkan perbuatannya. Anak kecdktidapat menjadi
wali.
2. Muslim
Apabila yang kawin itu orang muslim, disyaratkanlimg juga seorang

muslim. Tidak sah yang beragama selain Islam memnjalil untuk muslim.



3.

Berakal sehat
Hanya orang yang berakal sehat yang dapat mewgldi sedang orang gila
tidak dapat menjadi wali sebab dikhawatirkan tid#pat mendatangkan
maslahatdalam perkawinan.
Laki-laki
Perempuan tidak boleh menjadi wali sesuai denggantah Hadist sebagai
berikut :
“Janganlah perempuan menikahkan perempuan yang, la@ian juga
jangan pula seorang perempuan menikahkan dirinyadisgé. (Riwayat
Ibnu Majah dan Darutqutni)
Adil
Orang tersebut harus benar-benar tahu akan agdamna, tidak pernah terlibat
dalam dosa besar dan jarang melakukan dosa ket wtap memelihara
sopan santun. (Soemiyati, 1982: 43)

Selain syarat-syarat yang tersebut di atas, umtekjadi wali hakim perlu

adanya tambahan syarat-syarat menurut PeraturarteMehgama Nomor 2
Tahun 1987 tentang Wali Hakim Pasal 2 ayat (2) rabotkan bahwa untuk
menyatakan adhalnya wali ditetapkan dengan kepotiangadilan Agama

wilayah tempat tinggal mempelai wanita. Lebih largalam Kompilasi Hukum

Islam Pasal 23 ayat (2) yang berbunyi dalam hal adhol atau enggan, maka

wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikegtelah ada putusan

Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

2.2.3 Sebab-sebab Timbulnya Wali Hakim

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, perpindahan Hak wali nasab

kepada wali hakim disebabkan oleh beberapa hal :

a.
b.

C.

Wali nasabnya tidak ada sama sekali;

Wali nasabnya dinyatakan hilangdfqud);

Wali sendiri yang akan menjadi pengantin laki-laggdangkan wali yang
sederajat dengan dia tidak ada;

Walinya sakit ingatan;

Walinya dalam penjara atau tahanan yang tidak bdijempai;



f. Walinya berada ditempat yang jaraknya jauh selalirgiga tidak mungkin
untuk dijangkau;

g. Walinya adhol, artian walinya tidak bersedia atavenolak untuk
menikahkannya,;

h. Walinya di bawah pengampuamghjur alah);

I.  Walinya bersembunytgwari);

j.  Walinya sedang melakukan ibadah Haji atau Umrah.

Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomoalum 1987 tentang Wali
Hakim menyebutkan bahwa Kepala Kantor Urusan Ag#eeamatan selaku
Pegawai Pencatat Nikah ditunjuk menjadi Wali Haklalam wilayahnya untuk
menikahkan mempelai wanita. Hakim menjadi wali kare (dua) hal :

1. Bila terjadi perselisihan antar sesama wali menggrtilh wanita itu, atau
wali mengenai jodoh anak wanita itu, atau wali kKidaenyetujui pilihan
jodohnya, sedangkan si wanita itu tetap bersik&eagsin dengan laki-laki
pilihannya;

2. Bila si wanita itu memang tidak mempunyai wali, afiig/a karena sejak lahir
dia sudah sendiri dan tidak mengetahui asal usu{iWaAli Hasan, 2003: 82)

2.3 Akad Nikah
2.3.1 Pengertian Akad Nikah

Akad nikah berasal dari katadad nikahyang merupakan sebutan dari Al-
Qur'an‘aqdu al-nikaahdibaca agdun-nikaahtetapi memang bisa disebut dalam
kata sehari-hari di Indonesia dengan sebutan akath.nAkad artinya ikatan atau
pertalian sedangkan nikah artinya perkawinan. P2&a{ompilasi Hukum Islam
menyebutkan bahwa akad nikah dilaksanakan serettara pribadi oleh wali
nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkepada orang lain. Jadi,
akad nikah berarti perjanjian mengikatkan diri dalperkawinan antar seorang
wanita dengan seorang laki-laki. (Sayuti ThalilB@%3)

Akad nikah adalah suatu perikatan antara seowigdki dengan seorang
perempuan untuk melangsungkan perkawinan di haddyamrang saksi dengan
menggunakan kata-kata yang telah ditetapka-Qabu). ljab diucapkan oleh

pihak perempuan atau wakilnya d@abul diucapkan oleh pihak laki-laki dengan



beruntun dan tidak berselang wakiab diucapkan oleh pihak perempuan atau
wakilnya danQabul diucapkan oleh pihak laki-laki yang berupa peragat
menerima. Dalam akad nikah terdapaghat akad nikah. Sighat akad nikah
adalah perkataan-perkataan yang diucapkan oleak pidki-laki dan pihak
perempuan (calon suami dan wali calon isteri) padat dilangsungkannya
upacara akad nikah.

Unsur-unsur akad nikah :

a. Adanya mempelai laki-laki dan mempelai perempuan;
b. Adanya wali mempelai perempuan;

c. Adanya dua orang saksi laki-laki, dan

d. ljab dan Qabul.

Syarat-syarabighat akad nikakebagai berikut :

1. Hendaknya menggunakan kata-kata yang berarti pEraik atau
perkawinan tersebut mencerminkan keikhlasan kealghlpihak (calon
suami dan calon isteri);

2. Dalam menyataka@abul, hendaknya menggunakan kata-kata yang tegas
menyatakan bahwa pihak calon suami menefjatayang diucapkan oleh
wakil pihak calon isteri;

3. Masing-masing pihak harus mendengarkan dan mengertataan atau
isyarat yang diucapkan atau dilakukan oleh masiaging pihak pada saat
akad nikah;

4. ljab danQabulharus diucapkan pada tempat dan dalam waktu yang;sa

5. Sighat akad nikahendaknya tidak dilakukan untuk waktu tertentu;

6. Antaraljab danQabulharus selaras atau tidak boleh bertentangan.

Dalam suatu akad nikah yang menjadi obyeknya Hakapara pihak yang
terikat di dalam akad nikah itu tetapi sahnya dtalalnya hubungan bertimbal
balik di antara suami isteri yang melakukan ak&amiitu. (Benyamin Asri, 1988:
15)

2.3.2 Tujuan Akad Nikah
Tujuan dari akad nikah dapat dijabarkan dalam fagt@eunsur :
1. Menentramkan jiwa
Bila sudah terjadi akad nikah, si wanita akan ser@ntram jiwanya karena

merasa ada yang melindungi dan ada yang bertanggwadp dalam rumah



tangga. Sebaliknya, suaminya juga merasa tentraen&aada pendamping
untuk mengurus rumah tangga. Pasal 3 Kompilasi kulslam menyebutkan
bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kelddupumah tangga
yang s&inah mawaddahdanrahmah
2. Mewujudkan (melestarikan) keturunan
Setiap pasangan suami istri selalu mendambakanuketn untuk meneruskan
kelangsungan hidup. Sesuai dengan terjemah firniah SWT. :
"Allah menjadikan bagi isteri-isteri dari jenis kam sendiri dan
menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, ar@kak dan cucu-cucuku
dan memberimu rezeki dari yang baik-baik...”
(An-Nahl)
Berdasarkan ayat tersebut dijelaskan bahwa All@mnaptakan manusia
berpasang-pasangan supaya berkembang biak mengishi bdan
memakmurkannya.
3. Memenuhi kebutuhan biologis
Hampir semua manusia yang sehat jasmani dan rammenginginkan
hubungan seks. Bahkan dunia hewanpun berperilakuikda. Keinginan
demikian adalah alami, tidak usah dibendung daaratig. Pemenuhan
kebutuhan biologis itu harus diatur melalui lembpgekawinan, supaya tidak
terjadi penyimpangan, tidak lepas begitu saja,nggfa norma-norma adat
istiadat dan norma agama Islam dilanggar.
4. Latihan memikul tanggung jawab
Perkawinan merupakan pelajaran dan latihan praélgs pemikul tanggung
jawab itu dan pelaksanaan segala kewajiban yangbutimdari
pertanggungjawaban tersebut. Biasanya orang yatahderlatih dan terbiasa
melaksanakan tanggung jawab dalam suatu rumah daakgn sukses pula
dalam masyarakat. (M. Ali Hasan, 2003: 13)

2.3.3 Syarat dan Rukun Akad Nikah
a. Syarat Akad Nikah
Sayid Sabig dalam kitabnyBighus Sunnahmembagi syarat-syarat yang

disertakan dalam akad nikah sebagai berikut :



1. Syarat-syarat yang wajib dipenuhi
Yaitu yang termasuk rangkaian ketentuan dan tujakad serta tidak
bersifat mengubah hukum Allah. Misalnya, syaratghael dengan baik,
suami supaya memberi nafkah, pakaian dan perumghag pantas
kepada isteri, bertindak adil apabila isterinyaiHetari seorang, tidak
boleh keluar rumah tanpa ijin suami, tidak bolelagausunnah tanpa ijin
suami dan tidak boleh bertindak terhadap harta dexumi tanpa ijin.
Pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkbahwa syarat
utama beristeri lebih dari seorang, suami harus poatperlaku adil
terhadap istri-isteri dan anak-anaknya.

2. Syarat-syarat yang tidak wajib dipenuhi
Yaitu syarat-syarat yang bertentangan dengan keterketentuan akad,
seperti : suami tidak usah memberi nafkah, tidakupeemberi mas
kawin dan isteri harus memberi nafkah kepada su8garat-syarat yang
sifatnya bertentangan dengan ketentuan akad dipgrioital, tetapi akad
nikahnya sendiri dipandang sabh.

3. Syarat-syarat yang menguntungkan pihak isteri
Misalnya, suami tidak akan menyuruh meninggalkamalu atau
negerinya, tidak akan mengajak pergi ke manapurtidak akan dimadu.
Syarat-syarat yang demikian sifatnya diperselisintdeh para ulama. Ada
yang memandang tidak mengikat, tidak perlu diperddm ada yang
berpendapat mengikat, wajib dipenuhi.

4. Syarat-syarat yang dilarasgaraktidak boleh dipenuhi sama sekali
Misalnya, dalam perkawinan poligami seorang pereanpmemberikan
Syarat agar suaminya menceraikan isterinya yang.lam
Hadist Nabi riwayat Ahmad dari Abdullah bin Amr ngajarkan, “Tidak
halal seorang perempuan dinikahi dengan syarat engikan isteri yang
sebelumnya”. (Ahmad Basyir, 2000: 29-31)

b. Rukun Akad Nikah
Berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menaloubahwa untuk

melaksanakan akad nikah harus ada :



Calon suami;
Calon isteri;
Wali nikah;
Dua orang saksi; dan
e. ljab dan Qabul.
Pendapat lain mengatakan bahwa rukun akad nikabpurtiel

1. Sighat(akad)

Yaitu perkataan dari pihak wali perempuan, sepata wali, “Saya nikahkan

ooop

engkau dengan anak saya bernama ...,” (hendaknyautksen nama
pengantin perempuan itu), “Saya terima menikahkdn.(hendaknya
disebutkan nama pengantin perempuan itu) boleh jdghului oleh
perkataan dari pihak mempelai, seperti “Nikahkardaj)a dengan anakmu.”
Jawab wali, “Saya nikahkan engkau dengan anak sdyghendaknya
disebutkan nama pengantin perempuan itu) karenaudalka sama. Tidak
sah akad nikah kecuali dengan lafadz nikitzwij, atau terjemahan dari
keduanya. Pasal 27 Kompilasi Hukum Islam menyebutkahwa ljab dan
Qabul antara wali dan calon mempelai pria haruariien dan tidak berselang
waktu.
Sabda Rasulullah Saw. yang terjemahnya :
“Takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan. Sggiimya kamu
ambil mereka dengan kepercayaan Allah, dan kamuallei
kehormatan mereka dengan kalimat Allah”. (Riwayatsiin)
Yang dimaksud dengarkalimat Allah” dalam Hadist ialah Al-Qur'an dan
dalam Al-Qur’an tidak disebutkan selain dua kalintat(nikah dantazwij),
maka harus dituruti agar tidak salah.
2. Wali (wali si perempuan)
Keterangannya adalah sabda Nabi Saw. yang terjgraah
“Barang siapa di antara perempuan yang menikah kidkengan ijin
walinya, maka pernikahannya batal.” (Riwayat Ibnuajsh dan
Darutquni)
3. Dua orang saksi
Sabda junjungan kita Saw. yang terjemahnya :
“Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksing adil.”
(Riwayat AhmadjH. Sulaiman Rasjid, 2004: 382-383)



BAB Il
PEMBAHASAN

3.1 Alasan-alasan Yang Dapat Diterima Oleh Pengadih Agama Terhadap

Permohonan Wali Hakim Dalam Pelaksanaan Akad Nikah

Orang yang hendak menikah memberitahukan kehendakmpada

Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai BehNkh yang mewilayahi

tempat atau dilangsungkannya akad nikah, sekurarayignya 10 (sepuluh) hari

kerja sebelum akad nikah dilangsungkan. Pembeatalkehendak nikah dapat

dilakukan oleh calon mempelai atau orang tua atakilaya dengan membawa

surat-surat yang diperlukan :

1.

ok~ 0D

o

Surat Keterangan untuk Kawin dari Kepala Desa (Mbidg;

Kutipan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan asal-(Model N2);
Surat Persetujuan kedua calon mempelai (Model N3);

Surat Keterangan tentang Orang Tua dari Kepala Dédsdel N4);

Surat ljin dari Orang Tua atau Pengadilan Agama bagmpelai yang
berumur kurang dari 21 tahun;

Surat Keterangan Kematian suami atau isteri jika(dbdel N6);

7. Kutipan buku pendaftaran Talak atau Cerai bagigeaatdu duda atau akta

8.
9.

cerai dari Pengadilan Agama jika ada;
ljin dari Pengadilan Agama bagi yang akan berpatiga
ljin dari yang berwenang bagi anggota ABRI;

10.Kartu bukti Imunisasi TT 1 dan TT 2 bagi mempelainita;

11.Dispensasi Camat bagi perubahan yang dilakukanmdataktu kurang

dari 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak magakaporan nikah;

12.ljin dari Pejabat bagi anggota KOPRI atau ABRI;
13.1jin Pengadilan Agama bagi mempelai pria yang umparkurang dari 19

tahun dan mempelai wanita kurang dari 16 tahun;

14. Fotokopi KSK dan Pas Photo.

Sesuai dengan yang diuraikan tersebut di atas yhiogukan agar Pegawai

Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nylkadly menerima

pemberitahuan kehendak nikah dapat meneliti danerksa calon suami, calon



isteri dan wali nikah tentang ada atau tidak addralangan pernikahan, baik dari
segi Kompilasi hukum Islam maupun dari Undang-Ungdilomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan. Hal tersebut sesuai dengah ®@asalang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 14 Kompg#akum Islam yang
memuat tentang syarat dan rukun dari perkawinarrd@arkan pasal-pasal
tersebut maka status hukum dari akad nikah yangggugrakan wali hakim
sebagai wali nikahnya adalah sama saja atau sahmyasaebagaimana akad
nikah pada umumnya atau akad nikah yang dilaksandéaagan wali nikah orang
tuanya sendiri (perkawinan biasa). Suami dan is&ap mempunyai hak waris
atas harta benda orang tuanya masing-masing katates perkawinan tersebut
sah, maka kelak apabila pasangan suami isteri @nponyai anak (keturunan)
maka status anak yang dilahirkan tersebut jugasshlagaimana halnya status
anak dari perkawinan yang biasa dilakukan.

Status perkawinan yang sah ini juga akan menikalpubkibat hukum
yang meliputi hak dan kewajiban dari suami isteebagaimana disebutkan dalam
Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentaewa®inan yang
menyebutkan bahwa hak dan kedudukan isteri ad&liambang dengan hak dan
kedudukan suami dalam kehidupan berumah tangggel@aulan hidup dalam
masyarakat. Masing-masing suami isteri berhak umidakukan perbuatan
hukum sesuai dengan kodratnya, maka suami addbalgaiekepala rumah tangga
sedangkan isteri adalah sebagai ibu rumah tangg@an§kan dalam Pasal 80
Kompilasi Hukum Islam menyebutkan tentang kewajilsaiami yaitu sebagai
pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganyay &api mengenai hal-hal
urusan rumah tangga yang penting-penting diputusketm suami isteri bersama.
Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan at®gsesuatu keperluan
hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuanngmi Stajib memberikan
pendidikan agama kepada isterinya dan memberikasenkeatan belajar
pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agaseadan bangsa. Sesuai
dengan penghasilannya, suami menanggung nafi@kahdan tempat kediaman
bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatanbil@aya pengobatan bagi isteri
dan anaknya, biaya pendidikan bagi anak. Pasal &3pKasi Hukum Islam

menyebutkan tentang kewajiban isteri yaitu berblakiir dan batin kepada suami



di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukumamislisteri wajib

menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah aasgbari-hari dengan

sebaik-baiknya.

Menurut Bapak Drs. Abd. Salam S.H., M.H.Hakim di Pengadilan

Agama Jember dalam wawancara pada hari Senin fa2@g@gustus 2007,

memberikan penjelasan tentang alasan-alasan wsdibnmenolak menikahkan

anak perempuannya pada kasus Penetapan PengadiéanaAlember Nomor
36/Pdt.P/2006/PA.Jr. disebutkan karena alasanraketzagai berikut :

1.

Perbedaan status sosial antara calon isteri dergjan suami, baik dari
segi keturunan, kekayaan dan pendidikan;

Calon isteri berasal dari keluarga terpandang, nggiai sudah
menjodohkan anak perempuannya dengan laki-lakiapiliorang tuanya
itu;

Calon menantunya tidak punya sopan santun;

Calon menantunya itu baru masuk agama Islam, sghidikhawatirkan
keimanannya belum mantap;

Adanya perbedaan agama;

Calon suami tidak bekerja sehingga wali takut kepah anak
perempuannya akan susah;

Calon isteri belum cukup umur atau masih mahasiswa;

Cara melamarnya tidak melalui orang tua-wali;

Ada wali nasab menolak menikahkan anak perempuadeggan tidak

ada alasan yang jelas.

Sayyid Sabig mengemukakan alasan-alasan wali nasaiplak menikahkan

anaknya yaitu :

1.

Laki-laki tidak sekufu

Artinya calon suami tidak sebanding dengan calderirsya atau tidak
sama kedudukannya dalam tingkat sosial dan tida&ragt dalam akhlak
serta kekayaannya;

Ada peminang lain yang lebih sesuai derajatnya

Wali nasab telah menjodohkan anak perempuannyaadelagi-laki lain

agar kedudukan antara calon isteri sebanding. Ketiucin sebanding ini



merupakan faktor kebahagiaan hidup suami isteri lébh menjamin

keselamatan perempuan dari kegagalan dan kegoncaongeh tangga

(Sayyid Sabiq, 1990: 45)

Setiap orang mempunyai pandangan jalan pikiran ki@bijaksanaan
sendidri-sendiri yang kadang-kadang sulit diperteamu Keadaan tersebut
disebabkan pihak calon mempelai laki-laki dan wargémata-mata terdorong
oleh perasaan cinta, terdorong oleh sebab-sebaly ynlawanan dengan
keinginan wali, sedang dari pihak wali biasany@edparuhi oleh berbagai faktor
misalnya masalah keturunan, kedudukan sosial, ekpipeerasaan dendam, harga
diri, kurang sederajat atau sepadan. Seperti pasiaskyang ada dalam Penetapan
Pengadilan Agama nomor 36/Pdt.P/2006/PA.Jr. dins@aaiang wanita bernama
Bunga (bukan nama sebenarnya) tetap bersikerak m@nikah dengan seorang
laki-laki bernama Mustafa walaupun orang tua-walkahnya enggan atau
menolak untuk menikahkannya. Akibatnya sudah dapdtiga akan terjadi
pertentangan diantara pihak mempelai dan pihak setiingga menimbulkan
perpecahan dikalangan keluarga.

Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nom®al2un 1987 tentang
Wali Hakim menyebutkan bahwa Kepala Kantor Urusagama Kecamatan
selaku Pegawai Pencatat Nikah ditunjuk menjadi \WMakim dalam wilayahnya
untuk menikahkan mempelai wanita. Hakim menjadi kalena 2 (dua) hal :

1. Bila terjadi perselisihan antar sesama wali mengedah wanita itu, atau
wali mengenai jodoh anak wanita itu, atau wali kiclaenyetujui pilihan
jodohnya, sedangkan si wanita itu tetap bersikkaagn dengan laki-laki
pilihannya;

2. Bila si wanita itu memang tidak mempunyai wali, ahiya karena sejak
lahir dia sudah sendiri dan tidak mengetahui asalnya. (M. Ali Hasan,
2003: 82)

Jadi, adanya wali hakim dianggap perlu apabila wadisab benar-benar
berhalangan untuk menikahkan anak perempuannyauptatasudah dinasehati
sedemikian rupa yang disebabkan karena adanyanaj@say dianggap masuk
akal dan dapat diterima oleh Hakim sehingga Hakiemuoituskan Pejabat Kantor

Urusan Agama wilayah tempat tinggal mempelai untegnjadi wali hakim.



Dalam penulisan skripsi ini, penulis sependapagdeBapak Drs. Abd. Salam
S.H., M.H. Hakim di Pengadilan Agama Jember tentang alasesaal yang
menjadi dasar adanya penetapan wali hakim karemdapat beliau dirasa penulis
sudah cukup kuat untuk menjadi dasar bagi calon pe&an perempuan untuk
mengajukan permohonan penetapan wali hakim ke BdagaAgama sesuai

dengan wilayah tempat tinggalnya.

3.2 Kedudukan Yuridis Wali Hakim Dalam PelaksanaanAkad Nikah

Sebagaimana disebutkan bahwa keberadaan wali ttetkagan pihak
yang memberikan ijin berlangsungnya akad nikahrargaorang laki-laki dengan
seorang perempuan. Wali nikah hanya ditetapkan hzigak mempelai
perempuan karena perkawinan bukan hanya merupafaalah perorangan atau
hanya masalah golongan atau suku dan juga bukayahmasalah adat ataupun
agama saja akan tetapi perkawinan adalah masalalgamaiat umum. Oleh
karena menjadi masalah bagi bangsa dan negardextgan kata lain perkawinan
adalah masalah nasional.

Berkaitan dengan masalah di atas, Soemiyati (1982 berpendapat
bahwa di Indonesia, Kepala Negara yaitu Presidiah tmemberi kuasa kepada
Menteri Agama, yang juga telah memberi kuasa kepatgmwai Pencatat Nikah
(PPN) untuk bertindak sebagai wali hakim. Jadi madisini bukan berarti hakim
dari Pengadilan meskipun dimungkinkan juga hakimgadilan Agama bertindak
sebagai wali hakim apabila ia memperoleh kuasakdgrala Negara, dengan kata
lain orang-orang yang bertindak sebagai wali hakarus ditentukan berdasarkan
Undang-Undang. Berdasarkan Peraturan Menteri Agdoraor 2 Tahun 1987
tentang Wali Hakim yang ditunjuk oleh Menteri Agamabagai wali hakim
adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yanglayahi tempat tinggal
mempelai perempuan.

Ahmad Azhar Basyir (2000: 68) mengemukakan peaifgia berkaitan
dengan adanya ijin perkawinan dari orang tua a@ub@hwa mengenai perlunya
ijin ini adalah erat sekali hubungannnya denganapggungjawaban orang tua
dalam pemeliharaan yang dilakukan oleh orang tearaesusah payah dalam

membesarkan anak-anaknya, sehingga kebebasan ylangaala anak untuk



menentukan pilihan calon isteri atau suami jangampsi menghilangkan
tanggung jawab orang tua.

Selanjutnya Sayuti Thalib (1986: 46) menyatakandapatnya bahwa bila
seorang anak perempuan hendak kawin dengan sdakataki, haruslah dengan
perantara orangtuanya (walinya) dan dengan peusetdjedua belah pihak (anak
dengan orang tuanya) supaya rumah tangga yangkdiioleh anaknya dengan
suaminya berhubungan baik dengan rumah tangga ow@ngya. Janganlah
rumah tangga yang baru itu tidak ada lagi huburdgmgan rumah tangga yang
lama, lantaran si anak kawin dengan laki-laki yaidgk disetujui oleh orang
tuanya. Bertitik tolak dari pendapat di atas dagigemukakan bahwa adanya
persetujuan orang tua atau wali dalam suatu perkawidimaksudkan agar
hubungan orang tua dengan anaknya tetap terjaggaddmaik. Oleh sebab itu
sudah sepantasnya urusan perkawinan diserahkaamgart orang tua atau wali
dengan tidak melupakan peretujuan anak perempuannya

Seorang wali juga harus menurut susunan walimikaang-orang yang
dapat menjadi wali nikah dalam akad nikah :

Bapaknya;

Datuknya (bapak dari bapak si mempelai perempuan

Saudara laki-laki yang seibu-sebapak dengan dia;

Saudara laki-laki yang sebapak saja dengan dia;

Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seiebapak;

Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seblgaja dengan dia;
Saudara bapak yang laki-laki (pamannya darikplifzgoak);

Anak laki-laki dari pamannya yang dari pihak dlapya;

Hakim. (Benyamin Asri, 1988: 33)

Bila orang orang tersebut di atas tidak mampu nuénjeli atau menolak tanpa
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sebab serta alasan-alasan yang jelas maka Pejab&drkUrusan Agama dapat
bertindak sebagai wali hakim.
Seorang Bapak atau Kakek mengawinkan anak pegempa tersebut

dengan syarat-syarat yaitu :

a. Tidak ada permusuhan antara wali mujbir denganrayaak

b. Mempelai pria itu harus sekufu (setingkat) dengampelai perempuan;

c. Mempelai pria harus membayar mas kawin (mahar) atetygnai;

d. Tidak ada permusuhan antara mempelai pria dengerpeiai wanita baik

permusuhan yang jelas maupun terselubung. (BenyAstin1988: 34)



Sayyid Sabiqg (1990: 30) mengemukakan pendapdiapava wewenang
wali berpindah ke tangan hakim apabila :

1. Ada pertentangan di antara wali-wali;

2. Bilamana walinya tidak ada dalam pengertian tidd& yang absolut (mati
atau hilang) atau karena ghaib. Bila datang laki-leang sepadan dan
melamar kepada perempuan yang sudah baligh daenarimanya tetapi
tidak seorangpun dari walinya yang hadir waktuntisalnya karena ghaib
sekalipun tempatnya dekat tapi di luar alamat pjpelempuan itu.

Hal tersebut juga dijelaskan dalam Peraturan &temtgama Nomor 2
Tahun 1987 tentang Wali Hakim, yang dapat bertindabagai wali atas
permintaan pihak mempelai perempuan ialah Wali Makiaitu Pejabat Pencatat
Nikah atau Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatarg yaawilayahi tempat
tinggal mempelai perempuan. Jadi wali hakim ialafalpat yang diangkat oleh
pemerintah khusus untuk mencatat pendaftaran migahmenjadi wali nikah bagi
perempuan yang tidak mempunyai wali nikah ataurppuan yang akan menikah
itu berselisih paham dengan wali nikahnya.

Jika Pengadilan Agama memerintahkan pernikahEmgiungkan maka
Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Benbdkah harus
melaksanakan perintah tersebut. Surat penolakamkpban yang dikeluarkan
oleh Pencatat Nikah tersebut hilang kekuatan hukamkarena rintangan —
rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebandpildan para pihak yang
ingin menikah dapat mengulangi pemberitahuan kedlendtuk menikah kepada
Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Behikth yang mewilayahi
tempat tinggal mempelai perempuan atau tempat dlangsungkannya akad
nikah. Seperti pada kasus yang ada dalam PeneRgagadilan Agama Jember
nomor 36/Pdt.P/2006/PA.Jr. dimana seorang wanitaalnea Bunga (bukan nama
sebenarnya) mengajukan permohonan nikah dengaangedaki-laki bernama
Mustafa akan tetapi permohonan tersebut ditolak élegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Puger karena ayatiukgnPemohon yang
bernama Mursid sebagai wali nikah enggan menjadi wniiah. Penolakan
Permohonan pernikahan oleh Pegawai Pencatat NikaitoK Urusan Agama

Kecamatan Puger tersebut selanjutnya oleh Pemoipengdnakan sebagai alat



bukti untuk mengajukan penetapan wali hakim ke Bdilan Agama Jember agar
dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dapat melmggsn akad nikah dengan
calon suami Pemohon. Dalam Permohonan tersebutakiaa pula bukti secara
tertulis bahwa wali nasab Pemohon yaitu orang teadhon telah adhal,
meskipun Pemohon bersama dengan calon suami Pemisam berusaha
membujuk orang tua Pemohon, namun tidak berhasil.

Mengenai timbulnya hak kewajiban wali hakim dalpeiaksanaan akad
nikah dikemukakan oleh Bapak Drs. Abd. Salam S.H., M.H.Hakim di
Pengadilan Agama Jember dalam wawancara padadrin gnggal 20 Agustus
2007, yaitu sama dengan hak-hak yang dimiliki elali nasabnya, misalnya saja
dalam hal membatalkan pernikahan tersebut apaéilaydta terdapat syarat-
syarat yang belum dilengkapi atau dengan kata \\af nasabnya juga ikut
berhak membatalkan pernikahan tersebut karena k&dod wali nasab
bagaimanapun tetap lebih tinggi kedudukannya ddaigedudukan wali hakim.
Dalam hal hak untuk menerima bayaran dijelaskanvbhadesungguhnya seorang
wali hakim tidak berhak menerima bayaran atas kbamapya menikahkan
mempelai perempuan yang wali nasabnya dinyatakamol adberdasarkan
Penetapan yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilaanfsg Akan tetapi pada
prakteknya, wali hakim menerima bayaran dari pihempelai sebagai ucapan
terima kasih karena telah menikahkan mereka darkaedapat melaksanakan
akad nikah tersebut berkat bantuan wali hakim.

Menurut Bapak Drs. Abd. Salam S.H., M.H Hakim di Pengadilan
Agama Jember dalam wawancara pada hari Senin ta@fg@gustus 2007,
menjelaskan tentang pemberitahuan kembali mendemaginan menikah dari
mempelai oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatalaku Pegawai
Pencatat Nikah juga menerima salinan isi penetdpatang wali adhol dari
Pengadilan Agama. Selanjutnya, Kepala Kantor Uru/sgama Kecamatan yang
mewilayahi tempat tinggal mempelai perempuan ateempat akan
dilangsungkannya akad nikah memberitahukan kepadianvempelai perempuan
bahwa pada hari, tanggal dan jam yang telah gitataakan dilaksanakan akad
nikah. Kepala Kantor Urusan Agama meminta kembeapakla wali nasab dari

mempelai perempuan untuk menikahkan anak perempaadpabila pada saat



akad nikah belum dilaksanakan, wali nasab hadirldasedia menikahkan anak

perempuannya, maka Penetapan Pengadilan Agambuetskak berlaku karena

wali nasab yang utama bersedia menikahkan mempetlampuan atau anaknya.

Pertimbangan wali nasab bersedia menikahkan amaknpeiannya yaitu :

a. Setelah cucu lahir nanti, lambat laun tentunya ngin menyayangi dan
menerimanya kembali, sehingga dihadapan masyaeakatrasa malu karena
sebelumnya tidak memiliki wibawa;

b. Jika sekarang wali nasab tidak baik dengan aeatmpuannya, nanti siapa
yang akan mengurus dirinya bila sudah tua;

c. Lebih baik mendukung perkawinan itu daripadaumgan antara anak dan
orang tuanya tidak harmonis.

Selanjutnya masing-masing mempelai pria, mempelanita dan wali nasab

mengisi kolom I, 1l dan IV Daftar Pemeriksaan ik (model NB) dan kolom

lainnya diisi oleh Pegawai Pencatat Nikah. Jikalabt ditunggu ternyata wali
nasab tidak hadir maka pernikahan tetap dilaksand&agan wali hakim.

Sesuai dengan penjelasan di atas dapat diungkapidawa walaupun
sudah ada Penetapan dari Pengadilan Agama tentaligaghol dimana wali
hakim berwenang untuk menikahkan dengan harapameaséb berubah pikiran.
Apabila wali nasab bersedia menikahkan maka Peaetdgri Pengadilan Agama
tentang wali adhol tersebut menjadi gugur demi hukkarena wali nasab adalah
wali utama yang menikahkan anak perempuannya. amati nasab yang berhak
menikahkan dikategorikan adhol maka terjadi kekgaon wali. Adanya
penunjukan wali hakim dikategorikan sebaghctie hukum. Apeldoorn
menjelaskan tentanfictie hukum bahwa kita menerima sesuatu yang tidak benar
sebagai sesuatu hal yang benar atau menerima agasgbenarnya tidak ada
sebagai ada atau yang sebenarnya ada sebagaadidakSudarsono, 2001: 272).
Keutamaan wali nasab sebagai wali nikah yaitu me&mbaengaruh dalam
membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, tentmédim dan batin karena
seluruh aspek keluarga mendukung perkawinan tetsémrdasarkan tujuan
tersebut maka Hakim di Pengadilan Agama menetapkadinhakim sebagai wali
nikah perempuan yang wali nasabnya dikategorikdrladal tersebut sesuai
dengan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Mefgaima Nomor 2 Tahun 1987



tentang Wali Hakim yang menyebutkan bahwa sebekad dilangsungkan, Wali
Hakim meminta kembali kepada wali nasabnya untuknikaékan calon
mempelai wanita, sekalipun sudah ada penetapanaBiany Agama tentang
adholnya wali. Apabila wali nasabnya tetap adholakan akad nikah
dilangsungkan dengan wali hakim.

Menurut penulis, kewajiban wali hakim yang timbaki pelaksanaan akad
nikah yaitu hanya sebatas menggantikan kedudukdnh nasab yang adhol
sebagai wali nikah agar pelaksanaan akad nikalkehterssah serta memiliki
kekuatan hukum tetap. Setelah wali hakim tersebenikahkan mempelai
perempuan berdasarkan penetapan yang dikeluaskam hakim Pengadilan
Agama bahwa wali nasab dari mempelai perempuaehersdinyatakan adhol
maka selesai sudah kewajibannya dan kewajiban aebea)i hakim dicabut
kembali oleh Hakim Pengadilan Agama. Sedangkan yailg mungkin saja
timbul dari pelaksanaan akad nikah yaitu sama aergak-hak yang dimiliki
oleh wali nasabnya, misalnya saja dalam hal meniaatgpernikahan tersebut
apabila ternyata terdapat syarat-syarat yang belilemgkapi atau dengan kata
lain wali nasabnya juga ikut berhak membatalkamigahan tersebut karena
kedudukan wali nasab bagaimanapun tetap lebih itikgdudukannya daripada
kedudukan wali hakim.

3.3 Pertimbangan Hukum Yang Dipergunakan Oleh Hakim Dalam
Mengabulkan Permohonan Wali Hakim Sesuai Dengan Petapan
Pengadilan Agama Jember Nomor 36/Pdt.P/2006/PA.Jr.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (13rigadndang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa suatu perkawadalah sah apabila
dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamaaryekelpercayaannya itu,
maka peraturan ini juga berupaya agar di satu palkdakyaauliyah (pelimpahan)
wali hakim memenuhi persyaratan dan sah menurutgdas Hukum Islam dan
dilain pihak harus pula memenuhi ketentuan-ketentwdalam peraturan
Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Be$eagan fungsinya,
Pengadilan Agama berwenang pula dalam memberikaetggan ijin kawin,

karena wali nikah dari mempelai wanita tidak mawnyaeakan pendapatnya atau



menolak perkawinan tersebut. Kewenangan Pengaditsama tersebut adalah
berdasarkan Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Nom®eHun 1974 tentang
Perkawinan dan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undanghmdomor 3 Tahun 2006
perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 198&ngePeradilan Agama.
Dalam Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Mofhorahun 2006

perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 198&nteiPeradilan Agama
menyebutkan :

(1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang mesaerikemutus dan
menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertanerarang-orang yang
beragama Islam dibidang :

a. Perkawinan;

b. Kewarisan, wasiat, dan hibah yang diberlakukardasarkan hukum

Islam;

c. wakaf dan sadagah.

(2) Bidang Perkawinan sebagaimana yang dimaksuahdalyat (1) huruf a
ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkatiabg-undang tentang
Perkawinan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Nomdralun 1974
tentang Perkawinan yang menentukan apabila oramdetah meninggal dunia
atau tidak mampu menyatakan kehendaknya maka igen diperoleh dari wali,
orang yang memelihara atau keluarga yamg mempunyaingan darah dalam
garis keturunan ke atas. Apabila ada perbedaampandntara orang-orang yang
tersebut di atas atau salah seorang diantara mem@ila mau menyatakan
pendapatnya, maka ijin bisa diperoleh dari PengadhAgama dalam daerah
hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungakad nikah atas
permintaan pihak yang akan melaksanakan akad nikatalam Pasal 6 ayat (5)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawjnga menyebutkan
“atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidaényatakan pendapatnya
...” mempunyai arti bahwa wali atau salah seorang yarsgihut dalam Pasal 6
ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentaerkainan tersebut
menolak atau enggan atau tidak mau menjadi wakndasuatu akad nikah.
Berdasarkan Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Nom®aHun 1974 tentang
Perkawinan tersebut, maka Pengadilan Agama mempuwmgaenang untuk
memberikan wali hakim bagi calon mempelai wanitagyaalinya menolak untuk

menikahkan anaknya.



Penetapan adanya wali adhol tersebut ditentukiamdRasal 2 ayat (2)
Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentéra)i Hakim yang
menyebutkan bahwa untuk menyatakan adholnya waktagikan dengan
Keputusan Pengadilan Agama yang berdasarkan wikayapat tinggal mempelai
wanita. Selain berdasarkan pada ketentuan terselakim Pengadilan Agama
dalam memberikan penetapannya atau penetapan wdilin hkarena walinya
adhol juga berdasarkan pada Undang-Undang nomormhunl 2004 tentang
Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman damemeriksa dan
memutuskan suatu perkara. Kewenangan hakim dalanmihdinyatakan dalam
Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang nomor 4 Tahun 266#ang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyataddawa hakim sebagai
penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengitah memahami nilai-
nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Berdasafkasal Pasal 27 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Keteniieiantuan Pokok
Kekuasaan Kehakiman tersebut, hakim Pengadilan Ag#atam memeriksa dan
memutuskan perkara permohonan wali hakim dalamkgateaan akad nikah
karena wali nasabnya adhol, bisa mengambil tindadam pertimbangan yang
dianggap tepat untuk kebaikan dan kemanfaatan kbedigh pihak. Tindakan
yang paling tepat adalah dengan jalan memberikaetppan wali hakim dalam
pelaksanaan akad nikah kepada yang bersangkutanggea yang semula mereka
dilarang melakukan akad nikah karena tidak memepealrsyaratan akad nikah
sebagaimana yang telah ditentukan dalam peratueamgang-undangan atau
peraturan lainnya, kemudian dengan penetapan tdrgahg bersangkutan dapat
melaksanakan akad nikah.

Sebagaimana yang dinyatakan oBdApak Drs. Abd. Salam S.H., M.H.
Hakim Pengadilan Agama Jember dalam wawancara Ipadsenin tanggal 20
Agustus 2007 mengatakan bahwa : “kalau orang ikgipuru kawin jangan
dihalangi karena perkawinan merupakan sesuatu &ad yalal dan menurut
ketentuan agama Islam, perkawinan bertujuan untukngmndari dosa”.
Sedangkan dalam Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam etaurtkan bahwa wali
nikah harus ada, apabila walinya enggan atau menmliauk menjadi wali maka

calon mempelai wanita dapat mengajukan permohoran hakim. Hal yang



menjadi latar belakang diberikannya suatu penetapati hakim dalam
pelaksanaan akad nikah adalah ingin mempermudabeguo akad nikah.
Penetapan tersebut akan diberikan oleh PengadilgamA apabila hakim
berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukagammampelai wanita cukup
beralasan sedangkan alasan dari wali nikahnya bdeklasan atau karena hakim
Pengadilan Agama berkeyakinan bahwa permohonanhaklm tersebut sudah
semestinya dan sudah sepantasnya diberikan. Semugatélah terlebih dahulu
hakim mempertimbangkan kemampuan, kematangan pimhak- mempelai
dianggap sudah cukup, baik fisik maupun mentalabahgama Islam tindakan
semacam itu dikenal dengan sebutaaslahah mursalalyaitu suatu perbuatan
yang didasari atas pertimbangan demi kebaikan damakfaatan serta menolak
kerusakan dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan pertimbangan kemaslahatan yang mempdisar bagi
persoalan tersebut, tidak jauh dari kebenaran kEpdiatakan bahwa jika waktu
telah sempit sedang penguasa mengkhawatirkan akadihya kerusakan pada
anak gadis tersebut maka ia dapat dikawinkan meskiyali dekatnya tidak ada
dengan menggunakan wali hakim. Selama ada walitdgkaab) maka tidak
boleh dipindahkan pada wali jauab(ad), sedangkan wali akrab boleh berpindah
pada wali ab’ad apabila wali akrab :

1. Tidak beragama Islam;
Fasiq (suka berbuat dosa/ maksiat);
Belum baligh (masih anak-anak);

Tidak berakal (karena gangguan jiwa);

a kw0

Rusak pikiran (linglung atau pikun);

6. Bisu tuli (tidak bisa dengar isyarat atau tulisan).
Semua urutan wali nikah hanya dari jalur laki-lakgli nasab boleh pindah pada
wali hakim apabila :

a. Wali nasabnya tidak ada sama sekali;

b. Wali nasabnya dinyatakan hilamgafqud);

c. Wali sendiri yang akan menjadi pengantin lakis| sedangkan wali yang
sederajat dengan dia tidak ada;

d. Walinya sakit ingatan;



e. Walinya dalam penjara atau tahanan yang bdéh dijumpai;

f. Walinya berada ditempat yang jaraknya jauh sekehirgga tidak
mungkin untuk dijangkau;

g. Walinya adhal, artian walinya tidak bersediauatmenolak untuk
menikahkannya;

h. Walinya di bawah pengampuanghjur alah);

i. Walinya bersembunyigwari);

j.  Walinya sedang melakukan ibadah Haji atau Umrah

Mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskamusretapakan wali

hakim dalam pelaksanaan akad nikah dalam hal inulge mengambil kajian

berupa penetapan dari Pengadilan Agama Jember n86iBdt.P/2006/PA.Jr

mengenai penetapan wali hakim dalam pelaksanaam akkah dengan

pertimbangan-pertimbangan :

a.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tal8v Ientang Wali

Hakim, perkara ini adalah merupakan wewenang Pdéagadgama Jember
untuk memeriksa dan memutusnya,

Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon bermaksudngsehgkan
perkawinan dan dicatatkan pada Pegawai PencatahNi&da Kantor Urusan
Agama daerah tempat tinggal mempelai wanita, nadiotak oleh Pegawai
Pencatat Nikah yang bersangkutan karena ayah Pen(eladi nikah) tidak

bersedia menjadi wali nikah;

Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon telah betegiasa di atas 21
tahun menurut hukum;

Bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidispat hubungan
yang bisa menjadi halangan untuk dilangsungkanrkad anikah diantara
keduanya;

Bahwa berdasarkan bukti Pemohon dalam status peréyealis) dan tidak
ternyata sedang dalam pinangan laki-laki, sertaoncaduami Pemohon
berstatus jejaka;

Bahwa calon suami Pemohon telah mempunyai pekegaanpenghasilan,
sehingga dipandang cukup mampu untuk membiayadkehan rumah tangga

mereka;



c. Bahwa ayah (wali nikah) Pemohon walaupun telahrdiga secara sah dan
patut tetapi tidak hadir menghadap di persidangantilak menyuruh orang
lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun menuwetitabacara panngilan
tanggal 30 September 2006, ayah Pemohon telah glippaoleh Jurusita
Pengganti Pengadilan Agama Jember, sedang tidalatar bahwa tidak
datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang bah, tersebut
menunjukkan ketidak peduliannya terhadap pernikaPamohon dan calon
suami Pemohon tersebut;

d. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Mdjtdiem telah menemukan
fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya &gahohon dalam hal ini
sebagai wali nikah Pemohon telah adhal (enggan atanolak) untuk
bertindak sebagai wali dalam pernikahan yang akémgsungkan antara
Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut dett@san yang dapat
dipandang tidak berdasarkan hukum, melainkan at#isebut semata-mata
berdasarkan alasan status sosial-ekonomi caloni ste&mohon lebih rendah;

e. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tdrsélatas permohonan
Pemohon cukup beralasan dan telah sesuai dengam Pasal 23 ayat (2)
Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 2 ayat (1), (2) d&h Peraturan Menteri
Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim yangiyebutkan bahwa
alasan permohonan Pemohon sudah cukup beralasapati#indikabulkan,
sesuai dengan ibarat dalam Kitab I'anatut Thalhia Il halaman 319 yang
teriemahnya :

“Jika telah ada penetapan tentang bersembunyi étdak pedulinya wali,
maka hakim boleh menikahkan wanita itu”.

j. Bahwa Pemohon telah mencabut permohonannya umtugerkara secara
cuma-cuma dan telah membayar biaya perkara inirg&goanuh, sehingga
Pemohon dipandang mampu, maka sesuai dengan RPaaghB(1) Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undangfdndomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkardilbebankan kepada
Pemohon.

Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 4 Peraturanteviedgama Nomor 2

Tahun 1987 tentang Wali Hakim disebutkan bahwa :



(1) Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Peg#®eacatat
Nikah ditunjuk menjadi wali hakim dalam wilayahnyantuk
menikahkan mempelai wanita sebagai dimaksud da@salR2 ayat (1)
Peraturan ini.

(2) Apabila di wilayah Kecamatan, Kepala Kantor Urus#@gama
Kecamatan berhalangan hadir atau tidak ada, makal&&eksi urusan
Agama lIslam atas nama Kepala Kantor Urusan Departergama
Kabupaten/ Kotamadya diberi kuasa untuk atas nareatévi Agama
menunjuk wakilnya atau pembantu Pegawai Pencat&hNiuntuk
sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.

Apabila seorang perempuan telah meminta kepadanyaa untuk
dinikahkan dengan seorang laki-laki yang setingksgkufu), dan walinya
berkeberatan dengan tidak adanya alasan, maka tekimak menikahkan setelah
ternyata keduanya setingkat (sekufu), dan setelambarikan nasehat kepada
wali agar mencabut keberatannya itu. Apabila watap berkeberatan maka
hakim berhak untuk menikahkan perempuan itu.

Rasullullah bersabda yang terjemahnya :

Dari Aisyah berkata bahwa Rasullullah Saw. telalisheda, Tidak sah

nikah melainkan dengan wali dan dua orang saksigyadil. Jika wali-

wali itu enggan (adhol), maka hakim yang menjadii weang yang tidak
mempunyai wal{Riwayat Daruqutni)

Menurut penulis, seorang wali tidak boleh melgrd@win terhadap
seorang wanita yang berada di bawah kekuasaan@amlapendapatkan calon
suami yang sepadan dan dengan mas kawin (mahay)sghanding pula. Namun,
karena adanya alasan yang dianggap kuat maka H&kngadilan Agama
menetapkan Pejabat Pencatat Nikah atau Kepala Kbmtsan Agama wilayah
tempat tinggal calon mempelai perempuan menjadi lveddim sebagai pengganti
wali nasab yang adhol yaitu Mursid dengan pertimgbanPeraturan Menteri
Agama Nomor 2 tahun 1987 tentang Wali Hakim semdebapa peraturan
perundangan lainnya yang terkait. Pada dasarnyanaaab dari Bunga masih
ada, akan tetapi berdasarkan penetapan hakim ¢entali hakim maka
kedudukan wali nasab dari Bunga yaitu Mursid dilsagemudian digantikan oleh
wali hakim yaitu Pejabat Pencatat Nikah atau Kep&dator Urusan Agama
wilayah tempat tinggal calon mempelai perempuangyditunjuk oleh Hakim
Pengadilan Agama.



BAB IV
PENUTUP

4.1Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab sebelumalgandkaitannya
dengan pokok permasalahan yang ada, maka penpled deengambil beberapa
kesimpulan sebagai berikut :

1. Alasan-alasan wali nasab menolak menikahkan aeampuannya sebagai
berikut pada kasus-kasus yang sering terjadi umanaigebutkan karena
alasan : perbedaan status sosial antara calordéstgan calon suami, baik
dari segi keturunan kekayaan dan pendidikan, daten berasal dari keluarga
terpandang, sehingga sudah menjodohkan anak peaemga dengan laki-
laki pilihan orang tuanya itu, calon menantunyaakigounya sopan santun,
calon menantunya itu baru masuk agama Islam, sghirdikhawatirkan
keimanannya belum mantap, adanya perbedaan agaieea, suami tidak
bekerja sehingga wali takut kehidupan anak peremmpueaakan susah, calon
isteri belum cukup umur atau masih mahasiswa, caetamarnya tidak
melalui orang tua-wali, ada wali nasab menolak kurtkan anak
perempuannya dengan tidak ada alasan yang jelas.

2. Wewenang wali hakim meliputi kewajiban yang tuhtari pelaksanaan akad
nikah yaitu hanya sebatas menggantikan kedudukdinnasab yang adhol
sebagai wali nikah agar pelaksanaan akad nikakhbetrsah serta memiliki
kekuatan hukum tetap. Setelah wali hakim tersebemikahkan mempelai
perempuan berdasarkan penetapan yang dikelualketinhakim Pengadilan
Agama bahwa wali nasab dari mempelai perempuaeltetrsiinyatakan adhol
maka selesai sudah kewajibannya dan kewajiban aekad hakim dicabut
kembali oleh Hakim Pengadilan Agama. Sedangkanylaaky mungkin saja
timbul dari pelaksanaan akad nikah yaitu samaaemgk-hak yang dimiliki
oleh wali nasabnya, misalnya saja dalam hal merkaetgernikahan tersebut
apabila ternyata terdapat syarat-syarat yang bdilengkapi atau dengan kata
lain wali nasabnya juga ikut berhak membatalkamigahan tersebut karena

kedudukan wali nasab bagaimanapun tetap lebih itinggludukannya



daripada kedudukan wali hakim. Dalam hal hak umugnerima bayaran
dijelaskan bahwa sesungguhnya seorang wali hakiak tberhak menerima
bayaran atas kewajibannya menikahkan mempelai per@m yang wali
nasabnya dinyatakan adhol berdasarkan Penetapan dikeluarkan oleh
Hakim Pengadilan Agama.

3. Salah satu hal yang menjadi latar belakang halafam memberikan suatu
Penetapan wali adhol sedang wali nasabnya enggannanolak atau adhol
adalah ingin mempermudah prosedur akad nikah. Barkan alasan yang
dianggap kuat maka Hakim Pengadilan Agama meneataPkgbat Pencatat
Nikah atau Kepala Kantor Urusan Agama wilayah temjpaggal calon
mempelai perempuan menjadi wali hakim sebagai mertggali nasab yang
adhol yaitu Mursid. Pada dasarnya wali nasab darige masih ada, akan
tetapi berdasarkan penetapan hakim tentang wailnhisdaka kedudukan wali
nasab dari Bunga yaitu Mursid dihapus serta dikgataadhol kemudian
digantikan oleh wali hakim yaitu Pejabat PencatikiaN atau Kepala Kantor

Urusan Agama yang ditunjuk oleh Hakim Pengadilaarg.

4.2 Saran

Bertitik tolak pada rumusan masalah dan dikaitd@mgan kesimpulan
yang telah dikemukakan di atas, maka penulis mek#erbeberapa saran
sebagai berikut :

1. Perkawinan merupakan upaya positif dalam rangkaurgdn lebih lanjut
antara seorang laki-laki dan perempuan untuk metukesuatu keluarga yang
sakinah, mawaddallanrahmahdi hadapan Allah SWT. Orang tua sebagai
wali nikah yang sah pihak perempuan seharusnyahadrpada tujuan dari
perkawinan yang positif sesuai dengan kehendakrgmalan menjadi wali
akad nikah anaknya, sehingga tujuan dari perkawtiexsebut dapat tercapai;

2. Dalam memutus penetapan wali hakim dalam pelaksaakad nikah oleh
Pengadilan Agama, sebaiknya perlu untuk mempertighsn dengan
berbagai faktor. Faktor tersebut dapat berupa fakwmsitif yaitu demi

terlaksanakannya akad nikah antara kedua mempelai.
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